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KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR : 551.2/ ~ /1/2022

TENTANG

PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGUMPULAN
DATA KINERJA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SUKOHARJO

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas dan
efesiensi penyusunan Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah Dinas Perhubungan Kabupaten
Sukoharjo, maka diperlukan Standar Operasional
Prosedur Pengumpulan Data Kinerja;

b. bahwa dengan adanya Standar Operasional Prosedur
Pengumpulan Data Kinerja maka pengumpulan data
kinerja, maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo
akan lebih terarah dengan hasil yang lebih akurat;

Cs bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Sukoharjo tentang Penetapan Standar
Operasional Prosedur Pengumpulan Data Kinerja
Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II
Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13
Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah
(Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 2757);




Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem  Perencanaan Pembangunan  Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional

Tahun 2005- 2025 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

Undang — Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5025) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 35587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan
Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan
untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease
2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka
Menghadapi Ancaman  yang Membahayakan
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem
Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6485);




10.

14.

12.

13.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah  Nomor 39 Tahun 2006
tentang Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4663);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323).

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 80);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor
PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum
Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan
Instansi Pemerintah (jdih.menpan.go.id);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014
tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);




14.

15.

16.

17.

18.

19,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian
dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1312);

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12
Tahun 2016 tentang Pembentukan Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo
Nomor 236);

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3
Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran
Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 3,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo
Nomor 298);

Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 50 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten
Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo
Tahun 2016 Nomor 50);

Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 43 Tahun 2021,
tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah
Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2021-2026
(Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021
Nomor 43);

Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 78 Tahun 2021,
tentang Indikator Kinerja utama Pemerintah Kabupaten
Sukoharjo Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten
Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 79)




Menetapkan :

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

TEMBUSAN :

MEMUTUSKAN:

: Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo tentang

Penetapan Standar Operasional Prosedur Pengumpulan Data Kinerja
Dinas Perhubungan Sukoharjo;

: Standar Operasional Prosedur Pengumpulan Data Kinerja Dinas

Perhubungan Kabupaten Sukoharjo sebagaimana pada Diktum

KESATU tercantum dalam lampiran Keputusan ini dan merupakan

bagian yang tidak terpisahkan;

: Standar Operasional Prosedur Pengumpulan Data Kinerja Dinas

Perhubungan Kabupaten Sukoharjo wajib dilaksanakan dalam

pelaksanaan pengumpulan data kinerja pada Dinas Perhubungan
Kabupaten Sukoharjo

: Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo ini

berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan perubahan
apabila ada kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal Januari 2022

/KEPALA BINAS PERHUBUNGAN
 KABUPATEN/SUKOHARJO

FX. TON1 5R] BUNTORO

Keputusan ini dikirim kepada Yth. :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di

Sukoharjo;

2. Inspektur Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Kepala Bappelbangda Kabupaten Sukoharjo;
4. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Sukoharjo

0. ATSip




